
 

1 

 

WALI NIKAH MENURUT IMAMMA@>LIK 

DAN IMAM SHA@FI’I@ 

 

SKRIPSI  

 

Oleh : 

NUR HALIMAH 

NIM. 210112004 

 

Pembimbing: 

UDIN SAFALA, M.H.I 

NIP: 197305112003121001 

 

FAKULTAS SYARI’AH  

JURUSAN AHWAL SYAHSHIYAH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) 

PONOROGO 

2017 



2 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan salah satu ajaran syari‟at Islam, adanya 

perkawinan akan terjadi kesinambungan kehidupan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. Perkawinan bukan hanya sebagai sarana penyaluran hawa 

nafsu seksual semata, melainkan lebih bertujuan untuk menjalin kasih sayang. 

Serta mewujudkan perdamain dan ketentraman bagi yang melaksanakannnya. 

Jika kehidupan keluarga damai, terciptalah kehidupan masyarakat yang aman 

dan tentram.
1
 

Islam mengatur manusai dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui 

jenjang perkawinan yang ketentuanya dirumuskan dalam wujud peraturan-

peraturan yang kemudian disebut sebagai hukum perkawinan. Allah SWT 

berfirman dalam surat Ya@sin ayat 36: 

 ُ نَْ  نَا اَِ ْ اَ َ َ ا اأَْ  اَاُ ِ َ  اِ َ ا ُ نُِ ا اَْ ُ اَ ِ ْ اأَ ُْْ ِ ِ ْ اَ ِ ّ ا اَ َْْ َ ُ ْ ناَ

Artinya:  

“Maha suci tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik 

apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang 

mereka tidak ketahui.”2
 

 

 

 

 

 

                                                           

 1Sri Suhandjati Sukri, Bias Gender dalam Pemahaman Islam, Jilid 1 (Yogyakarta: Gama 
Media, 2002), 33. 

2Departemen Agama, Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahan Bahasa Indonesia, (Qudus: 
Menara Qudus, 2006), 442. 
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Surat Adz-Dzariyat ayat 49: 

ااََ َ كُْ اَ  ََ رُْ نَا ِ ْْ َ ِ ْ اُ لِاشَيْءٍاَ َ قَْ  اأَْ جَ
Artinya: 

“Dan dari segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu 

mengingat akan kebesaran Allah.”3
 

Perkawinan yang disyariatkan dalam Islam bersifat ibadah, bukan 

sebagai sarana untuk melampiaskan hawa nafsu seksual saja. Oleh karena itu 

ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat dan mengandung 

tujuan-tujuan luhur.
4
 Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur‟an dan hadith-hadith 

yang menyari‟atkan perkawinan diantaranya surat Ar-Rum ayat 21: 

َ كُْ اَ َ دَةًا َ  اَ جََ لَابَْيْْ َ ِ ْ اآ َ  هِِاأَنْاَ َ َ ااَكُْ اِ ْ اأَ ُْْ ِ كُْ اأأََْ  جً ااتَِْ كُ ُْْ  اإاِيَْْ
    َ َ ْ ًَ اإنَاِ ْاَ اَِ ااََ َ اٍااقَِْ مِا َْتََْ كّرُْ ناَ

Artinya: 

“Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah Dia yang menciptakan 

untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir.”5
 

 

Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda: 

ّّْاَ صُْ مُاَ  فُْطِرُا ِِْااََْ شَ ُ ْ ااَِ هاَ  َ ْْقَ ُ ْ ااَهُااَكِ أَ ْْتُْ اأاَِّ ْ َ اقُْْ تُْ اَ َ  اَ اَ َ  ا؟اأََ  اَ  اِّ هِاإِ
.ااَ ُ صَّ يْاَ  َْ قُُ اَ  َ ََْ َ اُااِ َ  ءَافََ ْ اَ ِ َ اَ ْ اُ َ ِ افََْ يَْ اِ ِ ا

Artinya: 
“Kalian berkata begitu, ketahuilah, demi Allah, Saya adalah orang yang 

paling takut kepada Allah di antara kalian dan yang paling takwa kepada-

Nya, tetapi saya berpuasa dan kadang-kadang tidak berpuasa, saya salat dan 

                                                           
3 Al-Qur’an, 2:522. 
4 H.S.A. Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), 

(Jakarta:PustakaAmani, 2002), 2. 
5 Al-Qur’an, 30:21. 
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saya tidur, saya juga nikah dengan perempuan. Orang yang tidak suka 

dengan sunnah saya dia bukan pengikut saya.”6
 

 

Di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

dinyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad 

yang kuat (mithaqan ghaliz}an) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan 

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sa>kinah, mawa>ddah dan 

rahmah. 

Sebagaimana hukum-hukum agama yang lain, perkawinan dalam 

Islam juga mempunyai aturan-aturan tersendiri, karena pada dasarnya hukum 

itu identik dengan rukun dan syarat. Rukun dan syaratlah yang menentukan 

yang menentukan sebuah perbuatan itu sah atau tidaknya dari segi hukum. 

Dalam perkawinan rukun dan syarat tidak boleh ditinggal, artinya perkawinan 

tidak sah bila antara rukun ataupun syarat tidak lengkap.
7
 

Tujuan dari perkawinan adalah pembinaan akhlak manusia dan 

memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender 

yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. 

Hubungan dalam bangunan tesebut adalah kehidupan rumah tangga dan 

terbentuknya generasi keturunan manusia dan terbentuknya generasi 

keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan 

masyarakat dan negara.
8
  

Sebagai petanda kuatnya ikatan perkawinan dan untuk menjamin 

terwujudnya tujuan luhur perkawinan, maka sejak awal tata cara perkawinan 

                                                           
6 H.S.A. Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta:PustakaAmani, 2002), 
4. 

7 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), 19. 
8 Beni Ahmad Saebeni, Fiqih Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 19. 
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sudah diatur dengan rukun dan syarat tertentu. Rukun nikah sendiri ada lima, 

diantaranya adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan 

ijab qabul.
9
 Salah satu dari rukun nikah tersebut, yaitu wali merupakan hal 

yang sangat penting dan menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.  

Tujuan adanya persyaratan wali dalam perkawinan adalah demi 

menjaga dan melindungi seorang wanita, karena ia mudah tertipu dan 

terkecoh. Sehingga tidak dibenarkan menguasakan urusan perkawinan kepada 

sesama wanita. Jika wanita kawin tanpa adanya wali, maka perkawinan 

tersebut batal dan perkawinannya tidak sah.
10

 Karena setiap wali memberikan 

bimbingan, dan kemaslahatan terhadap orang yang berada dibawah 

perwalianya. Hal ini didasarkan pada hadist yang berbunyi: 

َ ا ْ رأَةٍَا ِاصََ ىا هاَُ َ يْهِاَ َ َ َ اأَ هَُاقَ لَاأمُ َ  اَ ِ ا ا َِِ َ ْ اَ  ئِشََ اَ ضِيَا اَ هُاَ  ْْ
ِْْاإِْ نِاَ ايََِْ  افَِ كَ حَُ  ابَ طِلٌا َ اا(َ َ َ اَ رَ ااٍ)َ كََ ْ ابِغَ ََ َ افَ اَْ ْ رُا ،اَ إِنْادََ لَاِِ

َ  ،افَِ نِا شْتََ رُ  افَ ا مْ طَ نُاَ ِ ماَ ْ اَ اَ ِ َااَهاُ َ رَجَهُا اتِْرِْ ِ  م،ا«اِ َ اأَصَ اَاِ  ْْ
 .حَِ  يٌاحََ  اٌ:اَ قَ لَافِيهاِ

Artinya:  

“Perempuan manapun yang menikah tanpa izinnya wali maka nikahnya batal, 
nikahnya batal, nikahnya batal, ketika pasangan tersebut sudah melakukan 

jima‟ maka mahar yang sudah diberikan sepenuhnya menjadi hak perempuan, 
ketika walinya enggan untuk menikahkan, maka walinya berganti ke hakim, 

karena hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali.” 11
 

 

Dari hadith yang diriwayatkan Sayyidah ‘A@isyah di atas Imam Sha@fi’i 

berpendapat bahwasanya tidak sah nikah tanpa wali. Sependapat dengan Imam 

Sha@fi’i, Imam Ma@lik berpendapat bahwasanya tidak sah nikah tanpa adanay 

                                                           
9 Tihami dan Sohari S, Fikih Munakahat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 12. 
10 R. Abdul Jamil, Hukum Islam (Bandung: Mandar Maju, 1997), 81. 
11 Muhammad bin Idri@s, al-Umm, V, (Beirut: Da@r el Ma’rifat, 1990) , 13. 
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wali, dan Imam Ma@lik menempatkan wali sebagai syarat dalam perkawinan. 

Akan tetapi Imam Abu Hanifah, Zu‟far, Sya‟biy, Zuhri@ berpendapat 

bahwasanya nikahnya seorang perempuan balig tanpa adanya wali dianggap 

sah dengan syarat calon suami sekufu.
12

 Pendapat Imam Abu Hanifah, Zufar, 

Sya‟biy, Zuhri ini berdasar pada realitanya perempuan balig berhak untuk 

melakukan sendiri segala aktifitas transaksi seperti jual beli, sewa, gadai dan 

lain sebagainya.
13

 

Pembahasan siapa yang kemudian berhak menjadi wali untuk 

menikahkan seorang perempuan juga munculkan perbedaan pendapat. Imam 

Ma@lik ketika membahas terkait denag urutan wali hanya mengelompokkakn 

menjadi dua kategori, yaitu wali mujbir
14

 dan wali ghairu mujbir. Wali mujbir 

diklafikasikan menjadi sesuai denagn urutannya sebagaimana yang dijelaskan 

di bawah ini: 

1. Majikan seorang budak. 

2. Ayah. 

3. Orang yang diwasiati. 

Sedangkan wali ghairu mujbir atau perwalian yang sifatnya fakultatif 

terdiri dari golongan anak kebawah, golongan kakek, golongan saudara ayah 

golongan paman.
15

 

                                                           
12 Abu al Wa@lid al Qurthuby@, Bida@yah al-Mujtahid Wa Niha@yah al-Muqtasid, III, 

(Kairo:Da@r el Hadi@s, 2004), 36. 
13 Wahbat Az-Zuhayli@, al-Fiqh al-Isla@m Wa Adillatuhu, 6699. 
14 Wali Mujbir adalah wali yang mempunyai hak untuk menikahkan tanpa meminta izin 

dari anaknya. Hak dari wali tersebut berlaku ketika anak tersebut masih prawan (belum pernah 
nikah). 

15 Wahbat Az-Zuhayli@, al-Fiqh al-Isla@m Wa Adillatuhu, 6708. 
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Sedangkan ketentuan wali Imam Sha@fi’i sependapat dengan Imam Ma@lik yaitu 

denagn mengklafikasikannya menjadi dua kategori, yaitu kategori wali mujbir, 

dan wali ghairu mujbir.  

Jumhur ulama‟ yang terdiri dari Sya@fi’iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan 

Syi‟ah Imamiyah membagi wali itu kepada dua kelompok yaitu wali dekat 

atau wali qarib dan wali jauh atau wali ab‟ad. Di dalam pasal 20 Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) menyatakan: 

(1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi 

syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. 

(2) wali nikah terdiri dari 

a. wali nasab  

b. wali hakim.
16

 

 

Wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang 

dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat menjadi wali. Dari macam-macam 

orang yang berhak menjadi wali tersebut diatas, dapat kita lihat adanya tiga 

macam wali, yaitu: a) wali nasab/kerabat/wali mujbir, b) wali sultan/hakim, 

dan c) wali muhakkam. 

Namun pengklafikasian siapa saja yang menjadi wali mujbir dan 

ghairu mujbir  itu berbeda. Oleh karena itu urutan wali dari kedua imam 

tersebut berbeda yang lebih khususnya tentang masalah wali mujbir dan wali 

ghairu mujbir. Menurut Imam Sha@fi’i, yang termasuk kategori wali dan wali 

mujbir adalah ayah, kakek, dan majikan seorang budak. Pendapat ini tentunya 

berbeda dengan Imam Ma@lik. Sedangkan wali dan wali ghairu mujbir  menurut 

                                                           

15 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat 
dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), 76. 
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Imam Sha@fi’i adalah ayah, kakek, dan seterusnya dilanjutkan oleh waris 

„ashabah.
17

 

Dari beberapa macam-macam Ulama‟ berbeda pendapat tantang urutan 

wali, terutama menurut pandangan Imam Ma@lik dan Imam Sya@fi’i, karena 

kedua imam tersebut sama-sama menggolongkan wali menjadi wali mujbir 

dan wali ghairu mujbir. 

Untuk itulah penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

tentang bagaimana wali menurut Imam Ma@lik dan Imam Sha@fi’i @ dengan judul 

“Wali Nikah Menurut Imam Ma@lik dan Imam Sha@fi’i@‛. 

B. Rumusan Masalah 

Agar lebih jelas dan lebih terarah dari segi operasional maupun 

sistematika penulisan skripsi ini, maka pokok permasalahanya adapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana persyaratan wali nikah Imam Ma@lik dan Imam Sha@fi’i? 

2. Bagaimana konsep wali nasab menurut Imam Ma@lik dan Imam Sha@fi’i? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui persyaratan wali nikah menurut Imam Ma@lik dan Imam 

Sha@fi’i. 

2. Untuk mengetahui konsep wali nasab menurut Imam Ma@lik dan Imam 

Sha@fi’i. 

                                                           
17 Wahbat Az-Zuhayli@, al-Fiqh al-Isla@m Wa Adillatuhu, 6711. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-

kurangnya untuk dua hal: 

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan 

dalam bidang perkawinan khususnya mengenai perwalian yakni tentang 

urutan wali menurut pandangan Imam Ma@lik dan Imam Sha@fi’i. 

2. Secara praktis, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

masalah perwalian dalam hukum perkawinana bagi masyarakat Islam di 

Indonesia. 

E. Kajian Terdahulu 

Adapun penelitian (skripsi) yang membahas tentang perwalian 

diantarannya adalah sebagai berikut : 

1. Anisaul Muthaaharah dalam skripsinnya yang berjudul “Metode Ijtihad 

Imam Sha@fi’i tentang Wali Nikah Janda dibawah Umur dan Indepedensi 

Pernikahan dalam Kitab al-Umm”.  

Masalah yang diambil adalah pandangan Imam Sha@fi’i dan 

argumentasinya tentang status wali nikah janda, di bawah umur dan 

indepedensi kebebasan janda di bawah umur dalam memilih pasangan 

nikah menurut Imam Sha@fi’i.  Menggunakan pendekatan normative dan 

jenis penelitianya library research yang menggunakan buku-buku yang 

ada kaitanya dengan wali nikah janda, yang khusunya menurut pendapat 

Imam Sha@fi’i dan Maddhab Sha@fi’i. Sehingga disimpulkan bahwa 
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pandangan salah satu rukun nikah, yang bararti jika tidak ada wali maka 

pernikahan itu tidak sah (batal).  

Hal ini menunjukkan status wali nikah yang sama terhadap 

siapapun, tentang indepedensi kebebasan janda di bawah umur memilih 

pasanagn dalam kitab al-Umm. Imam Sha@fi’i berpendapat bahwa wali 

nikah harus mengutamakan izin janda di bawah umur tersebut. Walaupun 

status janda tersebut masih di bawah umur.
18

 

2. Jubaedah dalam skripsinya yang berjudul “Study komparasi Madhhab 

Hanafi dan Madhhab Sha@fi’i tentang Syarat Laki-laki dalam Perwalian 

Nikah”.  

Masalah yang diambil adalah dasar hukum laki-laki sebagai wali 

nikah menurut Madhhab Hanafi dan Madhhab Sha@fi’i, dan persamaan dan 

perbedaan wali laki-laki sebagai syarat sah akad nikah menurut Madhhab 

Hanafi dan Madhhab Sha@fi’i dengan pendekatan normative dan jenis 

penelitianya library research yang menggunakan buku-buku yang ada 

kaitanya dengan perwalian.  

Dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan, bahawa dasar hukum 

tentang syarat laki-laki dalam perwalian nikah menurut Madhhab Hanafi 

dalam persyaratan wali nikah berpedoman pada ayat-ayat al-Qur‟an Surat 

Al-Baqarah ayat 232, dan ayat 234 serta pada hadist yang diriwayatkan 

Ibnu Majah. Sedangkan Madhhab Sha@fi’i dalam persyaratan wali nikah 

berpedoman pada ayat-ayat Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 232 dan ayat 

                                                           
18Anisaul Muthaaharah, Metode Ijtihad Imam Shafi’i tentang Wali Nikah Janda dibawah 

Umur dan Indepedensi Pernikahan dalam kitab al-Umm (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2014) 
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234 dan surat an-Nisa‟, serta pada hadist yang diriwayatkan Ibnu „Abbas, 

Ibnu Majah dan Abu Dawud. Adapun persamaan wali dari kedua madhhab 

tersebut adalah wali disyaratkan laki-laki dan Islam, baligh, berakal, bisa 

memilih, tidak rusak penglihatannya, tidak dalam pengmpuan.
19

 

3. Ibnu Mujahidin, dalam skripsinya yang berjudul “Study Perbandingan 

Tentang Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Ibn Taymiyah dan Imam Al-

Sha@fi’i”.  

Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah hak Ijbar wali 

nikah menurut Ibn Taymiyah dan Imam Sha@fi’i, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pendapat Ibn Taymiyah dan Imam Sha@fi’i dan penyebab 

gugurnya hak Ijbar wli nikah menurut Ibn Taymiyah dan Imam Sha@fi’i. 

Dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan normative 

yang bersifat deskriptif analitik, pengambilan data dalam skripsi tersebut 

difokuskan dalam kitab-kitab karangan Ibn Taymiyah dan Imam Sha@fi’i. 

Sehingga dapat disimpulkan persamaan antara Ibn Taymiyah dan Imam 

Sha@fi’i tentang wali mujbir, adalah tidak ditinggalkannya tanggung jawab 

seorang wali dalam hal pernikahan anaknya. Tetapi juga tidak dinafikan 

peran anak karena persetujuan dari seorang anak sangat penting dan 

hukumnya sunnah, sedangkan perbedaanya adalah terdapat pada obyek 

ijbarnya. Menurut Ibn Taymiyah terletak pada anak kecil, orang gila dan 

                                                           
19Jubaedah,‚Study komparasi Madhhab Hana>fi dan Madhhab Sha>fi’i tentang Syarat 

Laki-laki dalam Perwalian Nikah‛ (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2006) 
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idiot, sedangkan Imam Sha@fi’i menambahkan gadis dewasa (perawan) 

masuk dalam wilayah.
20

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah pustaka (library research), yaitu suatu 

data penelitian yang memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh data 

penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku sebagai 

sumber data, terutama yang menyangkut tentang wali. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan pendekatan 

normative yaitu pendekatan yang menggunakan konsep syari‟ah Islam, 

baik konsep yang umum maupun yang khusus dengan menggunakan 

sumber data primer yaitu kitab-kitab karamgan Imam Ma@lik dan Imam 

Sha@fi’i. 

3. Sumber Data 

Di dalam penyusunan skripsi ini diperlukan sumber data yang 

relevan dengan permasalah, sehingga hasilnya dapat dipertanggung 

jawabkan. Adapaun sumber-sumber tersebut meliputi: 

 

 

 

                                                           

20Ibnu Mujahidin, dalam skripsinya yang berjudul,‚Study Perbandingan Tentang Hak 
Ijbar Wali Nikah Menurut Ibn Taymi>yah dan Imam Al-Sha>fi’i‛ (Skripsi: STAIN 
Ponorogo, 2007) 
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a. Sumber Primer 

Sumber dari skripsi ini berupa kitab atau buku-buku yang berisi 

tentang informasi-informasi yang secara khusus membahas masalah 

wilayah nikah, diantaranya yaitu: Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dan Idris Ahmad Sha@fi’i, fiqih Sha@fi’i, Fiqih 

Islam menurut Madhhab Sha@fi’i 

b. Sumber Sekunder  

Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah buku-buku yang menjadi rujukan untuk melengkapi data-data 

primer meliputi: Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, Muhammad 

Jawad Mughniyyah, Fiqh Lima Madhhab, Sudarsonso, Hukum 

Keluarga Nasional, Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Ahmad 

Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, Ahmad as-Syurbasyi, Al-Aimmah al-

Arba‟ah, Dedi Supriyadi, Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan 

Baru, Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Beni Ahmad 

Saebeni, Fiqih Munakahat, Muhammad Abu Zahra, Imam Sya@fi’i 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka metode 

pengumpulan data yang lebih tepat adalah menggunakan metode 

dokumentasi. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan 

dengan teknik dokumenter (reading text). Teknik dokumen sendiri 

menurut Holsti merupakan teknik yang digunakan untuk menarik 

kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan 
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secara obyektif dan sistematis.
21

 Penulis dalam menggunakan teknik 

tersebut dengan cara menelaah teori-teori tentang wali, pendapat-pendapat 

para Imam terutama pendapat Imam Ma@lik dan Imam Sha@fi’i, serta pokok-

pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, khususnya buku-buku 

yang menunjang dan relevan dengan permasalahan tentang wali. Terdapat 

dua macam dokumen yakni dokumen pribadi dan dokumen resmi.
22

 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan data yang 

terkumpul, mengatur, mengurutkan, dan mengelompokkannya, kedalam 

suatu pola, kategori, dan urutan dasar. Untuk menganalisis data yang telah 

dikumpulkan. penulis menggunakan teknik deskriptif komparatif dengan 

pola pikir deduktif. 

Teknik deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk 

membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki.
23

 

Pendekatan deskriptif komparatif dipergunakan untuk mengetahui 

pendapat Imam Ma@lik dan Imam Sha@fi’i @ terkait wali dalam perkawinan. 

Selanjutnya, deskripsi tersebut dianalisis menggunakan pola pikir 

deduktif. Dengan teori-teori yang bersifat umum mengenai wali dalam 

perkawinan dalam hukum Islam, kemudian dianalisis dari persamaan dan 

perbedaan kedua pendapat sehingga bisa diambil beberapa kesimpulan. 

                                                           
21 Ibid., 210. 
22 Ibid.,208. 

23 Moh. Nazhir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 62. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Agar penulisan karya ilmiah ini tersusun secara terfokus dan 

sistematis, maka penulis menggunkan sistematika pembahasan sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan: pada bab ini berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian yang 

terdiri dari jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan 

data, teknik analisis data. 

BAB II Kajian Teori: pada bab ini merupakan kerangka teoritik 

mengenai tinjauan umum tentang wali nikah perspektif Imam Ma@lik. 

 BAB III Merupakan kerangka teoritik mengenai tinjauan umum 

tentang wali nikah perspektif Imam Sha@fi’i. 

Bab IV Merupakan analisis komparatif terhadap pendapat Imam Ma@lik 

dan Imam Sha@fi’i tentang wali dalam perkawinan.  

Bab V Merupakan penutup yang memuat kesimpulan. 



16 

 

 

BAB II 

WALI NIKAH MENURUT IMAM MA@LIK 

 

A. Biografi Imam Ma@lik 

Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi 

Amir Amr bin Al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr Al-Harits 

Al-Ashbahi Al-Humairi, Abu Abdillah Al-Madani dan merupakan 

imam daral-hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamin 

bin Murrah dari suku Quraisy
24

, ibunya bernama „Aisyah binti Syarik 

al-Azdiyyah dari kabilah al-Yamaniyyah. Beliau dilahirkan tahun 93 

H. (712 M.) di kota Madinah dan meninggal tahun 179 H/ 789 M. 

dalam usia 87 tahun.
25

 

ImamMa@likmerupakan seorang Imam dari kota Madinah dan 

Imam bagi penduduk Hijaz, beliau merupakan ahli Fiqih terakhir bagi 

kota Madinah. Imam Ma@likdilahirkan pada masa pemerintahan al-

Wa@lid bin Abdul Ma@lik al-Umawi, dan meninggal pada umur 90 tahun 

tepatnya pada masa pemerintahan Haru>n al-Rashi>d di masa 

pemerintahan Abbasiyyah. Imam Ma@lik hidup semasa dengan Imam 

Abu Hanifah.26 

                                                           
24

Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf (Jakarta: 2010), 260. 

25Muhammad Ma‟shum Zein,Arus Pemikiran Empat Madzab, (Darul Hukmah: 2008), 

140-141. 

26
Ahmad as-Syurbasyi, Al-Aimmah al-Arba‟ah, Sabil Huda, (Jakarta: Bumi Aksara), 71. 
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Kecintaanya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya 

diabdikan dalam dunia pendidikan. Tidak kurang empat khalifah, 

mulai dari al-Mansur, al-Mahdi, Harun ar-Rasyid dan al-Makmun, 

bahkan ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Sha@fi‟i pun 

pernah menimba ilmu darinya. Menurut sebuah riwayat disebutkan 

bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1.300 orang.
27

 

Imam Ma@likbin Anas mulai mengajar dan menghafal al-

Qur‟an, pada usia yang telah muda, ia telah hafal al-Qur‟an kemudian 

setelah itu ia mulai belajar dan menghafal hadist. Dengan semangat 

belajarnya yang tumbuh kuat, ibunya menyarankan agar ia 

mempelajari fiqih aliran rasional dari Imam Rabi>’a>h al>-Ar’yun yang 

juga berada dimadinah, di majlis Ra>bi’a>h inilah Ma>lik memperoleh 

pelajaran-pelajaran fiqh, yang ia perdalam terus dengan mempelajari 

berbagai metodologi kajian hukumnya, kemudian ia mendapatkan 

ilmunya itu dengan belajar di majlis Ya>hya> Bin Sa>’ad (seorang faqh 

rasional yang dimiliki Madinah). 

Adapun guru Imam Ma@liksekaligus menjadi sumber 

penerimaan hadis Imam Ma@lik adalah Nafi’ bin Abi Nu’aim, Ibnu 

Syihab az-Zuhri, Abu Zainad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Sa’id al-

Ansari, dan Muhammad bin Munkadir. Gurunya yang lain adalah 

                                                           
27

Dedi Supriyadi, Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Pustaka 

Setiya, 2008), 106-107. 
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A>bdu> Rahma>n ibn Hu>rmu>z, seorang tabiin ahli hadis, fikih, fatwa, dan 

ilmu berdebat. 

Selanjutnya Imam Ma@likdalam mempelajari hadis berguru 

kepada Nafi‟ Maula ibnu Umar (Wafat 177 H) dan ibn Syaiha>b a>z-

Zu>hri (wafat 124 H).
28

Setelah ia benar-benar ahli dalam ilmu hadist 

dan ilmu Fiqh, ia melakukan ijtihad secara mandiri, dan mendirikan 

halaqah (kelompok pengajian dengan formasi murid mengelilingi 

guru.Menurut Ahmad Syarba>shi, Imam Ma@likbaru mengajar setelah 

lebih dahulu keahlianya mendapat pengakuan dari 70 ulam‟ terkenal di 

Madinah. 

Imam Ma@likdianggap sebagai seorang pemimpin dalam ilmu 

hadist. Sandaran-sandaran (sanad) yang dibawa, termasuk dari salah 

satu sanad yang terbaik dan benar. Karena sangat berhati-hati dalam 

mengambil hadist Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang dapat 

dipercaya, adil dan kuat ingatanya, cermat serta halus dalam memilih 

pembawa hadith. 

Imam malik adalah seorang yang sangat menghormati hadist 

Rasulullah SAW, apabila ditanya yang berhubungan dengan ilmu 

Fiqih, beliau terus keluar dari biliknya serta memberi fatwa-fatwa atau 

jawaban-jawaban kepada mereka yang bertanya. Akan tetapi, jika 

pertanyaan itu berkaitan dengan hadist, beliau tidak harus keluar 

bahkan ia terlebih dahulu mandi dan berpakaian yang bersih serta 

                                                           
28

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet 1, 

1996), 104. 
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memakai wangi-wangian dan memakai sorban. Hal ini semata-mata 

bertujuan untuk menghormati hadith Rasulullah SAW. 

Murid Imam Ma@liksangat banyak mulai dari golongan tabi‟in 

yang secara umur lebih tua hingga ulama yang lebih muda dari beliau. 

Di antara nama murid Imam Ma@likadalah Az-Zuhri@, Rabi@’ah 

BinAbdurrah}ma@n, Musa Bin Uqbah Nafi‟ Bin An-Nu’i@m, Muh}ammad 

Bin ‘Ajlan, Sufyan As-Sawri@, Laith Bin Sa’id, Sufyan Bin ‘Uyaynah, 

Abu H}anifah.29 

Semasa hidupnya, Imam Ma@liktidak mau ikut campur dalam 

hal politik. Akan tetapi ketika ia diminta untuk memberi fatwa tentang 

bai‟at yang dilakukan oleh Khalifah secara paksa, beliau  berpendapat 

bahwa bai‟at tersebut tidak sah. Kejadian ini berlangsung saat 

pembai‟atan khalifah Abbasiyah al-Manshu@r, yang menurut kelompok 

syiah waktu itu bai‟at dilakukan secara paksa.Dengan fatwa Imam 

Ma@liktersebut, kelompok Syi@’ah menjadikannya sebagai alasan 

pendorong untuk menentang kekuasaan khalifah. Peristiwa yang 

terjadi pada tahun 147 H/765 M itu menyebabkan Imam Ma@likdituduh 

sebagai provokator pemberontakan, sehingga  beliau ditangkap dan 

disiksa di dalam penjara saat musim haji tiba. Khalifahal-Manshu@r 

yang saat itu mengunjungi kota Madinah membebaskan beliau dan 

meminta maaf atas perlakuan petugas yang ada di Madinah. Pada saat 

itu pula khalifah meminta ImamMa@likuntuk 

                                                           
29Ah}mad as-Syurbasyi, Al-Aimmah al-Arba’ah, 83 
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mengumpulkanhadithRasulullahSAW, supaya dapat dijadikan 

pegangan bagi umat Islam. Akhirnya terciptalah kitab Hadis Imam 

Ma@likyang terkenal saat ini, yakni al-Muwat{ta’ atas perintah khalifah 

al-Manshu@r.30 

ImamMa@likdalam menggali hukum menggunakan metode 

sebagaimana Imam-Imam da>r al Hijrah, yaitu berdasar pada sebagai 

acuan utama, ketika tidak ditemukan hukum dalam al-Qur‟an maka 

menggunkan hadis sebagai rujukan kedua, termasuk dalam kategori 

sunnah menurut Imam Ma@lik adalah hadis-hadis Rasul, fatwa sahabat, 

dan juga amal ahli Madinah, setelah metode yang dipakai adalah 

qiyas, maslahah, sad ad dzarai‟, urf dan adat.
31

Untuk lebih jelasnya, 

berikut ini adalah rincian dasar-dasar Ima>m Ma>lik sebagaimana 

berikut: 

1. Al-Qur‟an 

Dalam pandanganMa@lik, Al-Qur‟an adalah diatas semua dalil-dalil 

hukum. Ia menggunakan nash{ shari>h (jelas) dan tidak menerima 

takwil, z{ahirAl-Qur‟an diambil ketika bersesuaian dengan takwil 

selama tidak didapati dalil yang diwajibkan takwil.
32

 

2. Al-Hadis 

                                                           
30 Azyumardi Azra, et al., Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005), 

254 

31Muhammad Abu@  Zahrah, Ta@rikh al Madza@hib al-fiqhiyyah, (Kairo: Matba’ah al 
Madanni), 231. 

32
Dendi Supriyadi, Perbandingan Mazhab dengan Prndekatan Baru, (Bandung: Pustaka 

Setiya, 2008), 169. 
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Kedudukan Hadis yang shahih berada setelah Al-Qur‟an dalam 

fungsinya sebagai istinba>t hukum, termasuk hadith yang dipakai 

oleh ImamMa@likadalah hadithahad dan athar sahabat yang sah 

meskipun tidak masyhur. Namun kedudukan hadis ahad dan atsar 

masih dibawah perbuatan penduduk Madinah dan ijma‟ para 

Ulama‟.33 

3. Ijma‟ 

Imam Ma@lik paling banyak menyandarkan pendapatnya pada ijma‟ 

seperti tertera dalam kitabnya Al-Muwatt{a’ kata-kata al-amru al-

mujtama‟ „alaih dan sebagainya. Ijma‟ ahli Madinahpun dijadikan 

hujjah, seperti ungkapanyaHa>za> buwa al-amru al-mujtama‟ „alaihi 

indana  (asal amalan Madinah tersebut berdasarkan sunnah bukan 

hasil ijtihad).
34

 

4. Amal Ahli Madinah 

Imam Ma@likmenjadikan amal ahli Madinah sebagai hujjah 

dengan syarat kebiasaan tersebut diadopsi dari zaman nabi. Imam 

Ma@lik lebih mengedepankan kebiasaan penduduk Madinah 

daripada Hadis Ahad. Hal ini didasarkan kapada gurunya Imam 

Ma@lik yaitu Rabi>ah bin Abdurrahman yang menyatakan “seribu 

orang mengambil dari seribu orang, lebih baik dari orang seseorang 

                                                           
33

Muhammad Abu@  Zahrah, Ta@rikh al Madza@hib al-fiqhiyyah,(Kairo: Matba‟ah al 
Madanni), 231. 

34
Dendi Supriyadi, Perbandingan Mazhab dengan Prndekatan Baru, (Bandung: Pustaka 

Setiya, 2008), 169. 
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mengambil dari seseorang”. Akan tetapi banyak ahli fikih yang 

berbeda pendapat dengan pendapatnya Imam Ma@lik ini, yang mana 

tidak dijadikan kebiasaan penduduk Madinah sebagai hujjah.
35

 

5. Fatwa Sahabat 

Istilah ini adalam kitab Ushul Fiqih biasa dikenal dengan 

Qaul as-Sahabi> , sahabat adalah orang yang bertemu langsung 

dengan Rasulullah dan belajar Al-Qur‟an serta hukum-hukum yang 

berada di dalam Al-Qur‟an. Sahabat memiliki keistimewaan dalam 

keilmuan dibanding generasi setelahnya, Imam Ma@lik lebih 

mengutamakan perkataan sahabat dari pada menggunakan qiyas 

sebagaiistinba>t hukum.36
 

6. Qiyas, Maslahah Mursalah, Istihsan 

Qiyas dalam istilah Us{ul, yaitu menyusul peristiwa yang 

tidak terdapat nas{ hukumnya dengan peristiwa yang terdapat nas { 

hukumnya. Dalam hal hukum yang terdapat nas{untuk menyamakan 

dua peristiwa pada sebuah hukum ini.
37

 

Maslahah Mursalah adalah setiap makna (nilai) yang 

diperoleh ketika menghubungkan hukum dengannya, atau 

menetapkan hukumnya, berupa mendapat manfaat atau menolak 

                                                           
35Muhammad Abu> Zahra, Tarikh al-Madzahib Fiqhiyyah(Kairo: Matba‟ah al Madanni), 

235. 

36Abdul Waha>b Khallaf, Ilmu Usul Fikih 

37
Ibid,.58. 
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mudarat dari orang lain dan tidak ada dalil yang mengakui atau 

menolak kebenaranya.
38

 

Imam Ma>lik mendefinisikan Istihsan dengan beramal 

dengan salah satu dari dua dalil yang paling kuat atau mengambil 

maslahah juz‟iyah dalam berhadapan dengan dalil kulli.
39

 

B. Persyaratan Wali Nikah Menurut Imam Ma@lik 

Secara etimologis, perwalian (al-wilayah) adalah pelindung, 

penolong atau penguasa. Wali adalah orang atau pihak yang 

memberikan izin atas berlangsungnya akad nikah pengantin 

perempuan. Dalam hukum Islamwali nikah harus memenuhi kriteria 

dasar dan mengikat.Adapun syarat wali dikalangan fuqoha termasuk 

Imam Ma@likadalah baligh dan berakal, beragama Islam, laki-laki, 

Adil, dan cerdas.
40

 

Mengenai syarat wali terdapat sifat positif dan sifat negatif 

bagi seorang wali, maka fuqoha yang salah satunya Imam Ma@lik 

berpendapat bahwa sifat-sifat positif tersebut adalah Islam, dewasa, 

dan laki-laki. Sedangkan sifat-sifat negatif adalah kebalikan dari sifat-

sifat tersebut, yaitu kufur, belum dewasa, dan wanita. 
41

 

Landasan Imam Ma>lik mengemukakan adanya wali dalam 

perkawinan adalah: 

                                                           
38

Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri‟ (Jakarta: Amzah, 2009), 165. 

39
Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2012), 131. 

40
 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Semarang: CV. Asy-Syifa,t.t), 365. 

41
Ibid., 372.  
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ِْْاَ ْ اَ  ئشََ اأمٌُااجُرَْ  اٍَ ْ اأَِ ا اُ  يَْ  نَاب اُ َ ىاَ ْ ا   اشَِ  اٍاَ ْ اُ ْ َ ةَا  ا ا مبَْ
ُؤِْ  ُْْ نَاأَنَاَ ُ ْ لَا ها

ِْْاإِْ نٍاَ اايَِِْ  :اصّ ىا هاَ َ يْهِاَ اَ َ  اَ–ا م ,اَ ا ُْْ كَحُاإٍْ رأَةًَابِغَ
  َ ,افَِ نْاُ كَِ ْ افَِ يْكَ حَُ  ابَ طِلٌاَ َ َ اَ رَاٍافَِ نْاأَصَ بََْ  افََْ َ  اَ ْ رهَُ اِ َ اأَصَ اَاِ  ْْ

.افَِ نْا شْتََ رُْ  افَ اْ م طَ نُاَ ِ ماَ ْ اَ اَ ِ َااَهاُ
Artinya:  

“diriwayatkan dari Abu>Juraij dari Sulaima>n bin Mu>sa dari Ibnu Shiha>b dari 

Urwah bin Zubair dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW berkata: tidak 

diperbolehkan wanita menikah tanpa adanya izin dari walinya, apabila 

pasangan tersebut telah melakukan jima‟ maka mahar sepenuhnya hak dari 
perempuan. Ketika ada perselisihan maka penguasa (hakim) adalah wali bagi 

orang yang tidak mempunyai wali. 

 

Begitu juga didalam surat al-Baqarah ayat 234, yang berbunti: 

 …فَِ َ  ابََْ غَْ اأَجََ ُ َ افََ جَُ  اَاَ َ يْكُْ افِيَْ  افََْ ْ  اَا

Artinya:  

“dan apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) 

membiarkan mereka berbuat terhadap isteri mereka...”. 

Imam Ma@lik berpendapat bahwa perwalian itu didasarkan atas 

ke‟ashabahan (yakni keluarga „ashabah), kecuali anak lelaki dan keluarga 

terdekat adalah lebih berhak menjadi wali. Beliau berpendapat bahwa anak 

lelaki meski sampai ke bawah lebih utama, ayah sampai keatas, anak lelaki 

seayah seibu, anak lelaki seayah saja, anak lelaki dari saudara lelaki seayah 

seibu, anak lelakidari saudara seayah saja, kakek dari pihak ayah meski 

sampai keatas.
42

 Di referensi lain Imam Ma@likmengatakan bahwa wali itu 

adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) 

manakala wanita tersebut punya anak, lalu berturut-turut diataranya: 

                                                           
42

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, ter. (Semarang: CV.Asy-Syifa‟,...), 374-375. 



25 

 

 

1. Saudara laki-laki. 

2. Anak laki-laki dari saudara laki-laki. 

3. Kakek. 

4. Paman (saudara ayah), dan seterusnya. 

Apabila semuanya diatas tidak ada (wali yang dekat) maka hakim 

berhak mengawinkan anak laki-laki dan perempuan kecil, orang gila laki-laki 

dan perempuan kecil, orang gila laki-laki dan perempuan dengan orang yang 

se-kufu, serta mengawinkan wanita dewasa yang tidak gila dengan izin 

mereka.
43

 

Imam Ma@likmembagi wali menjadi dua, yang terdiri dari wali kha>sah dan 

wali‘>am. 

1. Wali kha>sah (kusus) 

Yaitu wali yang telah ditentukan, terdiri dari 9 golongan diantaranya 

adalah: ayah, orang yang diwasiati, kerabat ashobah, majikan dan 

pemerintah. Sebab-sebab wali tersebut ada 6 (enam), yaitu: sebab bapak, 

orang yang diberi wasiat, kerabat ashobah, kepemilikan, menyukupi 

kebutuhan dan pemerintah. 

2. Wali ‘>am(umum) 

Sebab yang paling utama itu Islam, semua orang muslim bisa menjadi 

wali. Satu orang muslim bisa menjadi wali, ketika wanita tersebut 

memberikan perwalianya kepada orang muslim banyakkarena 

                                                           
43

 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 

2001),349. 
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berlangsungnya akad nikah dengan syarat tidak ada ayah dan orang yang 

diwasiati dengan syarat perempuan tersebut adalah wanita yang rendah 

bukan syari>fah.44
Jika wanita tersebut hanya cantik atau hanya memiliki 

harta, maka hakimlah yang berhak menikahkanya, dan sebagian ulama‟ 

madzhabMa@liki menguatkan bahwa wali penanggung umumnya 

menyangkup syari’ah addriah. 

Imam Ma@likketika membahas terkait dengan urutan wali hanya 

mengelompokkan menjadi dua kategori, yaitu wali mujbir dan wali ghairu 

mujbir. Wali mujbir diklafikasikan dengan urutannya sebagaimana yang 

dijelaskan dibawah ini: 

1. Majikan seorang budak, walaupun majikanya tersebut perempuan. 

Majikan tersebut mempunyai hakijbar bagi budak permpuan atau budak 

laki-lakinya dalam urusan perkawinan, dengan syarat tidak menimbulkan 

bahaya dikemudian hari bagi budak tersebut. Seperti halnya menikahkan 

mereka pada orang yang mempunyai penyakit seperti lepra ataupun 

belang. Maka majikan tidak memiliki hakijbarpadanya. Dalam hal ini 

majikan lebih didahulukan daripada ayah. 

2. Ayah, baik dia orang yang cerdas ataupun orang yang bodoh. Dalam hal 

pernikahan seorang gadis walaupun gadis itu tergolong perawan tua yang 

telah berumur sampai enam puluh tahun lebih. Ayah tidak berhak 

                                                           
44Shari>fah adalah wanita yang cantik dan mempunyai harta. 



27 

 

 

menikahkan anaknya dengan hak ijbar walaupun tanpa mahar mithli, 

ataupun calonya tersebut tidak sekufu. 

3. Orang yang diwasiati ayah ketika ayah sudah meninggal dengan tiga 

ketentuan, yaitu: 

a. Ketika seorang ayah menjelaskan pada wasiat siapa orang yang 

menjadi suami anaknya. Contohnya ketika ayah berkata kepada si 

wa>si>’:”nikahkanlah anakku dengan seorang fulan”. Atau ketika 

seorang ayah dengan jelas menyebutkan hak ijbar ketika berwasiat, 

contoh: “paksalah anak saya untuk menikah” ataupun dengan 

menyebutkan secara jelas kata yang mengandung makna yang 

menanggung seperti: “nikahkanlah anak saya sebelum baligh dan 

sesudahnya” ataupun “nikahkanlah anak saya terserah dengan siapa 

yang kamu inginkan”. 

b. Dengan catatan bahwa mahar anak tersebut tidak boleh kurang dari 

mahar mithli. 

c. Bahwasanya calon suaminya bukan orang yang fa>siq. 

Sedangkan wali ghairu mujbir terdiri dari golongan anak kebawah, 

golongan kakek, saudara seayah dan paman.
45

 Menurut Imam Ma@lik bahwa 

selain budak dan ayah yang berhak menjadi wali mujbir, yaitu wali wa>si>’juga 
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merupakan wali yang mempunyai hak ijbar untuk menikahkan wanita yang 

bersangkutan.
46

 

C. Wali Nasab Perkawinan Menurut Imam Ma>lik 

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu 

َ ْ نً - َْْ ِ  اُ-َ َ  اَ , apabila terdapat kalimat ُا ارَجُلا َ َ َ berarti صََ هُا َ

 bemberikan ciri-ciri dan menyebutkan keturunannya. Kataَ  ََ رَاَ َ نُهاُ

nasab adalah bentuk tunggal yang bentuk jamaknya bisa nisab, seperti 

kata ٌةَا  ْ ِ menjadi ٌا  َ ِ dan bisa juga nasab,seperti kata ٌرْفَ ا ُ menjadi 

47ُ رَف.
 

Disamping itu bentuk jamak dari nasab adalah sebagaimana 

firman Allah surat Al-Mu‟minun ayat 101: 

  ناَفَِ َ  ا ُِ َ اِ ا المْ ِ افَ اَأَْ َ  اَابَْيْْ َُْ ْ ا َْْ َ ِ ٍ اَ  َ َْتََ  اَ اْ

Artinnya: 

“Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab 
diantara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling 

bertanya.” 

 

Nasab yang telah menjadi bahasa Indonesia dan telah masuk 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai keturunan 

(terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga.
48
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Hampir sama dengan definisi terakhir ini, dalam Ensiklopedi 

Islam nasab diartikan sebagai keturunan atau kerabat, yaitu pertalian 

keluarga melalui akad nikah perkawinan yang sah.
49

Hal tersebut sama 

dengan wali nasab ketika wanita dinikahkan, karena menurut Imam 

Ma@lik seorang wanita yang akan menikah harus ada walinya. Beliau 

membagi wali menjadi dua, yaitu wali mujbir dan ghairu mujbir. 

Wali nasab menurut Imam Ma@lik yaitu wali nikah karena ada 

hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. 

Tentang urutan wali nasab Imam Ma@lik berpendapat bahwa perwalian 

itu didasarkan atas ke‟ashabahan (yakni keluarga „ashabah), kecuali 

anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi 

wali.Imam Ma@likberpendapat bahwa anak laki-laki meski sampai 

kebawah lebih utama, ayah sampai ke bawah, saudara laki-laki seayah 

seibu, saudara laki-laki seayah saja, anak laki-laki dari saudara laki-

laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja, 

kemudian kakek dari pihak ayah, meski sampai keatas. 

Imam Ma@lik tidak menganggab „ashabah pada anak, 

berdasarkan hadith Ummu Salamah r.a: 

َاصََ ىا اّ هُاَ  يْهِاَ اَ َ َ اأََ رَاإبْْ ََْ  اأَنْا َْْ كَِ َ  اإِ َ ااُ  أَنَا ا َِِ

Artinya: 

“Sesungguhnya Nabi SAW. Menyuruh anaknya (yakni anak ummu 
Salamah) untuk menikahkan (ibunya) terhadap beliau”. 
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Diriwayatkan pendapat Imam Ma@lik bahwa ayah lebih utama 

ketimbang anak. Pendapat ini lebih baik, beliau mengatakan kakek 

lebih utama ketimbang saudara laki-laki. Demikian juga pendapat al-

Mughirah.
50

 

Bagi Imam Ma@likmaula yang jauh lebih utama daripada maula 

yang dekat, danwa>si>’(orang yang diwasiati) lebih utama daripada wali 

nasab, yakni wa>si>’ dari ayah.Hal ini ditegaskan oleh Imam 

Ma@likdalam kitabnya al-Mudawwanah yang artinya “pada suatu kasus 

Imam Ma@likdimintai pendapat terkait dengan perwaliannya seorang 

budak perempuan yang telah dimerdekakan oleh majikannya, 

sedangkan budak tersebut mempunyai saudara yaitu paman, anaknya 

saudara perempuan, akan tetapi dia tidak mempunyai ayah. Maka 

apakah boleh mantan majikan budak menikahkan wanita tersebut, baik 

ketika wanita tersebutmasih perawan atau sudah janda? Imam Ma@lik 

berkata “menurut pendapat saya” apakah dari keluarganya bisa 

menikahkan wanita tersebut seketika itu juga.karena pada dasarnya 

menurut Imam Ma@lik bekas budak itu bisa menikahkan orang-orang 

Arab dari kaumnya ketika wanita dari kaumnya tersebut satu tempat 

dan satu pendapat. Imam Ma@lik berkata: “menurut pendapat saya 

keluarganya bisa menikahkan wanita tersebut ketika tidak ada ayah 

dan wa>si>’.” 
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Penjelasan tentang landasan Imam Ma@lik tentang wali washi‟ 

tersebut juga beliau jelaskan dalam kitab al-Mudawwanah yang 

berbunyi “Ketentuan terkait kewalian wa>si>’ lebih utama  dari pada 

keputusan Ibnu Wahab yang diriwayatkan dari Mu‟awiyah bin Shahih 

bahwasanya beliau mendengar Yahya bin said berkata: washi‟ itu 

lebih utama dari pada wali dalam masalah perkawinan, washi‟ yang 

adil itu seperti ayah.
51

Didukung dengan pernyataan yang diriwayatkan 

dari Ibnu Wahbin dari Asyhal bin Ha@tim dari Syu‟bah dari Simak bin 

Harbi@ bahwasanya Suraij memperbolehkanwa@s}i@@menikahkan anak 

perempuan sedangkan wali yang lain mengingkarinya. Laist bin 

Sa‟din juga sependapat dan menyatakan اأَْ َ اِ ْ ا اَْ ِ ا 52. اَْ صِيم
Pengikut 

Imam Ma@lik selain berdasar pada fatwa sahabat tersebut, juga 

beralasan bahwasanya ketika wakil dalam pernikahan itu 

diperbolehkan, makawa@s}i@juga hukumnya boleh. Tidak ada perbedaan 

antara wakil dan wa@s}i@ @, hanya sajawa@si@ }@ merupakan wakil setelah 

meninggalnya ayah, sedangkan wakil ketika masih hidup dan 

perwakilan putus ketika orang yang mewakilkannya itu meninggal.
53

 

Imam Ma@lik sendiri tidak mewajibkan adanya keharusan 

untuk mendahulukanwalisesuai dengan tertib urutan 
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Da@r el Hadi@s, 2004), 40. 



32 

 

 

kekerabatannya.Perbedaan pendapat ini  disebabkan akan status dari 

perwalian itu sendiri, apakah perwalian harus runtut (sudah ditetapkan 

dalam syara‟) ataukah tidak ditentukan dalam syara‟, ketika perwalian 

sudah ditentukan dalam syara‟ apakah hak akan perwalian tersebut 

semata-mata haknya wali atau haknya tersebut adalah hak Allah? 

maka bagi ulama yang berpendapat bahwasanya urutan perwalian 

tidak ditetapkan dalam syara‟ maka pernikahan yang diwalikan okeh 

wali yang jauh hukumnya boleh, sedangkan bagi ulama yang 

berpendapat bahwa urutan tersebut sudah ditetapkan dalam hukum 

syara‟, dan berpedapat bahwasanya hak perwalian sepenuhnya haknya 

wali tersebut, maka pernikahan yang dilakukan oleh wali yang jauh 

hukumnya sah ketika wali yang dekat memperbolehkannya, jika wali 

yang dekat menganggap pernikahan tersebut rusak, maka nikahnya 

rusak. Konsekuensi yang ketiga yaitu bagi ulama‟ yang berpandangan 

bahwasanya perwalian semata-mata hak allah secara otomatis 

pernikahannya tersebut rusak. Sedangkan Mazhab Ma@liki 

mengingkari akan konsekuensi yang ketiga ini.
54
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BAB III 

WALI NIKAH MENURUT IMAM SHA@FI’I @ 

 

A. Biografi Imam Sha@fi’i 

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah bin Muhammad bin Idris 

asy-Sha@fi’i, nama ayahnya Idris bin Abid bin Abbas bin Usman bin Sha@fi’i bin 

as-Sa‟ib bin Abd Manaf, sedangkan nama Ibunya Fatimah binti Abdullah bin 

al-Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, berbangsa Yaman dari Al Azdi, 

dan ibunya termasuk wanita yang bernaluri paling cerdas. Asy Syafi‟i lahir 

pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada kekuasaan Abu Ja‟far Al 

Manshur (137-159 H/754-774 M).
55

 

Imam Sha@fi’ihidup sebagai anak yatim yang miskin, sementara 

nasabnya sangat mulia. Jika kemiskinan disandingkan dengan keturunan yang 

mulia maka orang yang dibina dalam kondisi ini akan tumbuh baik, memilik 

akhlak yang lurus, yang menempuh jalur yang mulia.
56

 

Pendidikan Sh@afi’i dimulai dari belajar membaca al-Qur‟an. Sejak usia 

dini ia telah memperlihatkan kecerdasan dan daya hafal yang luar biasa. 

Dalam usia 9 tahun Sha@fi’i sudah menghafal seluruh isi al-Qur‟an dengan 

lancer. Setelah dapat menghafal al-Qur‟an, Sha@fi’i berangkat ke dusun Badui, 

Banu Hudail, untuk mempelajari bahasa Arab yang asli dan fasih. Di sana, 
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selama bertahun-tahun Sha@fi’i mendalami bahasa, kesustraan, dan adat istidat 

Arab yang asli.  

Berkat ketekunan dan kesungguhannya, Sha@fi’i kemudian dikenal 

sanagt ahli dalam bahasa Arab dan kesustraannya, mahir dalam membuat 

syair, serta mendalami adat istiadat Arab yang asli.Di samping cerdas Sha@fi’i 

juga sanagat tekun dan tidak kenal lelah dalam belajar. Pada usia 10 tahun ia 

sudah membaca seluruh isi kitab al-Muwatta‟ karangan Imam Ma@lik. Selama 

menuntut ilmuSha@fi’i hidup serba kekurangan dan penuh penderitaan.
57

 

Diriwayatkan bahwa karena kemiskinan dan ketidak mampuan ia 

terpaksa mengumpulkan kertas-kertas bekas dari kantor-kantor pemerintahan 

atau tulang-tulang sebagai alat untuk mencatat pelajaran. Setelah menghafal 

isi kitab al-Muwatta‟, Sha@fi’i sanagat berhasrat untuk menemui pengarangnya, 

Imam Ma@lik, sekaligus memperdalam ilmu fiqih yang amat diminatinya. 

Sebagai pecinta ilmu, Sha@fi’i mempunyai banyak guru, diataranya 

adalah Muslim bin Khalid Az-Zanji, Imam Ibrahim bin Sa‟id, Imam Sufyan 

bin Uyainah, Imam bin Anas (Imam Ma@lik), Muhammad bin al-Hasan Asy-

Syibani bin „Uyainah dan Abdurrahman bin Mahdi, Imam Waqi‟, Imam 

Fudail bin Iyad dan Imam Muhammad bin Sya@fi’i.58
 

Diantara murid-murid Imam Sha@fi’i adalah al Hazan dan Muhammad 

yang dikenal dengan julukan Az-Za‟fari, Imam Ahmad bin Hambal, dan al-
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Husain bin Ali yang dikenail denagan namaal-Karabisi, Abu Ya‟qub bin 

Yusuf bin Yahya Al-Buthi, Ar-Rabi‟ bin Sulaiman Al-Muradi.
59

 

Sebagai pendiri Mazhab Sha@fi’i, Imam Sha@fi’i dalam menggali 

hukumnya berdasar lima sumber hukum, sebagaimana yang telah ditulis 

dalam kitabnya yaitu kitab al-Umm. Imam Sha@fi’i berkata “Dalam 

mempelajari ilmu terdapat tingkatan yang bermacam-macam, yang pertama al-

Qur‟an dan Sunnah, yang ketiga ucapan sahabat yang tidak dibantah oleh 

sahabat lainyang keempat ucapan sahabat yang masih ada sahabat lain yang 

berbeda pendapat, dan yang kelima adalah qiyas. Ketika suatu hukum ada 

dalam al-Qur‟an dan Sunnah maka tidak diperkenankan menggunakan metode 

lain. Karena pada dasarnya dalam pengambilan dan penggalian hukum 

didasarkan pada hukum yang paling tinggi.”60
 Penjelasn lebih detailnya 

sebagai berikut: 

1. Al-Qur‟an 

Imam Sha@f’i sebagaimana para ulama lainya, menetapkan 

bahwa al-Qur‟an merupakan sumber hukum Islam yang paling 

pokok, bahwa beliau berpendapat“tidak ada yang diturunkan 

kepada penganut agamapun, kecuali petunjuknya terhadap dalam 

al-Qur‟an.” Oleh karena itu, Imam Asy-Sha@fi’i senantiasa 
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mencantumkan nash-nash al-Qur‟an setiap kali mengeluarkan 

pendapatnya, sesuai metode yang digunkannya, yakni dekdutif.
61

 

2. Sunnah 

Arti sunnah dari segi bahasa adalah jalan yang biasa dilalui 

atau sesuatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa 

mempermasalahkan, apakah cara tersebut baik atau buruk. 

Kebanyakan ulam hadis menyepakati bahwa dilihat dari segi 

sanad, hadis itu terbagi dalam mutawatir dan ahad, sedangkan 

hadis ahad itu terbagi lahi menjadi tiga bagian, yaitu masyhur, 

„aziz, dan gharib.Semua ulama telah menyepakati kehujjahan hadis 

Mutawatir, namun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi 

hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. 

Oleh seorang, dua orang atau jamaah, namun tidak mencapai 

derajat Mutawatir.
62

 

Menurut Imam Sha@fi’i Sunnah Rasululllah SAW dan al-

Qur‟an tingkatanya sama, karena kebanyakan fungsi sunnah adalah 

memerici sesuatu yang tertera secara garis besar di dalam al-

Qur‟an.63
 

a. Ijma‟  

Secara terminologi ijma‟ mempunyai dua pengertian, 

yaitu kesepakatan atau konsensus dan ketepatan hati untuk 
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melakukan sesuatu,
64

 yang permasalahanya tidak terdapat 

keteranganya di dalam al-Alqur‟an dan Sunnah Rasul SAW. 

Yang dimaksud dengan ijma‟ di sini adalah kesepakatan 

para fuqaha yaitu mereka yang tidak ahanya memiliki 

pengetahuan syari‟at yang dapat dijangkau oleh kalangan 

awam. Ijma‟ orang-orang kusus seperti ini merupakan hujah 

bagi orang-orang setelah mereka dalam permasalahan yang 

mereka sepakati bersama.
65

 

b. Ketetapan Sahabat (qaul shaha>bi) 

Para pengikut Imam Sha@fi’i berbeda pandangan terkait 

ketetapan sahabat sebagai hujjah oleh Imam Sa@fi’i. Sebagian 

ada yang menyatakan wahwasanya ketetapan sahabat yang 

dijadikan sebagai hujjah hanya ada dalam qaul qadi>m. Akan 

tetapi dalam kitab ar-Risalah ditemukan riwayat dari Rabi>’ bin 

Sulaiman bahwasanya Imam Sha@fi’i menggunakan ketetapan 

sahabat sebagai hujjah dalam qaum jadid.
66

 

c. Qiyas 

Qiyas merupakan sebuah metode istinba>t hukum 

dengan menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian 

yang tidak ada adasar hukumnya didalam nash, denagn cara 

membandingkan pada suatu peristiwa yang telah ditetapkan 
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dasar hukumnya dalam nash karena adanya persamaan antara 

kedua peristiwa atau kejadian tersebut dalam hal alasan (illat) 

ditetapakan hukum tersebut.
67

 

Jumhur Ulama‟ termasuk Imam Sha>fi’i sepakat bahwa 

Qiyas merupakan salah satu hujjah syar‟i untuk menetapakn 

hukum-hukum yang sifatnya amaliyah. Berbeda denagn 

Jumhur, Mazhab Nidhomiyah dan Dhahiriyah serta sebagaian 

gplongan syi‟ah berpendapat bahwasanay qiyas tidak termasuk 

dari i salah satu hujjah syar‟i dalam menetapkan suatu hukum.
68

 

B. Persyaratan Wali Nikah Menurut Imam Sha@fi’i @ 

Secara etimologis, perwalian (al-wila>yah)  adalah pertolongan 

dan kemampuan. Menurut etimologi, wali mengandung makan 

penolong atau orang yang mewalikan urusan seseorang. Wali adalah 

orang yang memberikan izin atas berlangsungnya akad nikah antara 

laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak 

pengantin perempuan. Dalam hukum Islam, wali nikah harus 

memenuhi kriteria dasar dan mengikat.
69

 

Perwalian (al-Wila>yah)menurut para fuqaha adalah kekuatan 

syari‟at yang membuat pemiliknya dapat melaksanakn sebuah akad 

dan segala tindak lanjunya, tanpa harus mendapatkan izin dari pihak 

lain, baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, ataupun hal itu 
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berkaitan pada urusan khusus, seperti orang tua terhadap anaknya atau 

orang waras terhadap orang gila.
70

 

Adapun perwalian secara umum mempunyai makna bahwa 

seseorang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap 

dan atas nama orang lain. Dapatnya ia bertindak dan atas nama orang 

lain itu karena orang lain memiliki suatu kekurangan pada dirinya 

yang mungkin ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan 

bertindak atas harta dan dirinya dan dalam perwalian, wali bertindak 

atas nama perempuan dalam suatu akad nikah. 

Namun untuk bisa menjadi wali, sesorang harus memenuhi 

syarat standar minimal yang juga telah disusun oleh para Ulama‟, 

terutama pendapat Imam Sha@fi’i. Adapun syarat-syarat wali menurut 

ImamSha@fi’iadalah: 

1. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang 

gila tidak berhak menjadi wali. Hal tersebut merupakan syarat 

umum bagi seseorang yang melakukan akad dan mengambil hadis 

yang bunyinya: 

 فعا اق  ا  ا    ا  ا ا  ئ احىا  تيقظا ا  ا الِاحىا ن غا ا
   ا ج  ناحىا  ي 

Artinya: 

“Diangkatkan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) 
seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang masih 

kecil samapi ia dewasa, dan orang gila sampai ia sehat.” 
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2. Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali. 

3. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali 

untuk muslim. Hal ini dari firman Allah dalam surat „Ali Imran 

ayat 28: 

اَ َ ْ ا َْْ َ لْاَ اَِ ا َ ْْ  اَ َْتَخِِ ا اُْ ؤِْ  ُْْ نَا اْكَِ رُْ نَاأَْ ايَِ ءَاِ ْ  ْ نِا اُْ ؤِْ ِ 
 فََْ يَْ افََْ يَْ اِ َ ا اّ هِا اشَيْءاٍ

Artinya:  

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi 

wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barangsiapa berbuat 

demikian, niscahaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.” 

 

4. Orang merdeka 

5. Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih. Alasanya ialah 

bahwa orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat 

berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali 

merupakan suatu tindakan hukum. 

6. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena 

ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak 

akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut. 

7. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak 

sering terlibat denagn dosa kecil serta tetap memelihara muruah 

atau sopan santun.
71
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8. Tidak sedang melakukan ihram baik haji maupun umrah, tidak 

boleh kawin dan mengawinkan orang lain, menjadi wakil atau wali 

nikah, dan bila perkawinan dilakukan dalam keadaan ihram, maka 

perkawinan tersebut batal. Hal ini didasarkan pada hadithNabi 

SWT, sebagai berikut ini: 

  اَ َْْ كِحُا اُْ ْ رمُِاَ ا اَ ُْْ كِحُاَ  اََ ْتُ اُ

Artinya: 

“Orang yang sedang ihram, tidak boleh kawin, mengawinkan, dan 
melamar.”72

 

 

Imam Sha@fi’iberpendapat bahwa setiap akad perkawinan 

dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, 

janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak sehat. Menurut 

Imam Sha@fi’iwali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus 

dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkanya. 

Tidak ada hak bagi perempuan untuk mengakadkan dirinya sendiri 

atau kepada orang lain. 

Imam Sha@fi’i berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa adanya 

wali dan wali menjadi salah satu rukun nikah. Hal ini berdasarkan 

hadis yang berbunyi: 

َ ا ْ رأَةٍَاَ كََ ْ ا ِاصََ ىا هاَُ َ يْهِاَ َ َ َ اأَ هَُاقَ لَاأمُ َ  اَ ِ ا ا َِِ َ ْ اَ  ئِشََ اَ ضِيَا اَ هُاَ  ْْ
ِْْاإِْ نِاَ ايََِْ  افَِ كَ حَُ  ابَ طِلٌا َ اِ َ اأَصَ اَاا(َ َ َ اَ رَ ااٍ)بِغَ ََ َ افَ اَْ ْ رُا ،اَ إِنْادََ لَاِِ
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َ  ،افَِ نِا شْتََ رُ  افَ ا مْ طَ نُاَ ِ ماَ ْ اَ اَ ِ َااَهاُ حَِ  يٌا:اَ رَجَهُا اتِْرِْ ِ  م،اَ قَ لَافِيهاِ«اِ  ْْ
 .حََ  اٌ

Artinya:  

“Perempuan manapun yang menikah tanpa izinnya wali maka nikahnya batal, 
nikahnya batal, nikahnya batal, ketika pasangan tersebut sudah melakukan 

jima‟ maka mahar yang sudah diberikan sepenuhnya menjadi hak perempuan, 
ketika walinya enggan untuk menikahkan, maka walinya berganti ke hakim, 

karena hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali.” 73
 

 

Diantara ayat al-Qur’an yang mengisyaratkan adanya wali 

dalam perkawinan adalah sebagai berikut: 

1. Surat al-Baqarah (2) ayat 232: 

َ إَِ  اطََ قْتُُ ا اِ َ  ءافَْنََْ غَْ اأَجََ ُ َ افَ اَ َْْ ضُُ  هَُ اأَنا َ كِْ َ اأأََْ  جَُ َ اإَِ  ا
 َْرَ ضَْ  اْبَْيْْ َُْ  ابِ اَْ ْ رُ فِاَ اَِ ا ُ َ ظُابِهِاَ  اَ  نَاِ  كُْ ا ُْؤِْ ُ ابِ اّ هِا
 َ  اْيَْْ مِا اِ رِاَ اِكُْ اأأََْ ىااَكُْ اَ أَطَْ رُاَ  اّ هُا َْْ َ ُ اَ أَ تُْ ا اَ َْْ َ ُ  ناَ

Artinya:  

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka 

janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal 

suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara 

yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman 

di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu 

dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 

2. Surat al-Baqarah (2) ayat 221: 

رٌاِ  ا مشْرَِ ٍ اَ اَْ ا َ  اَ َ كُِ   اْ اُْ شْرَِ  اِاحَىَا ُْؤِْ َ اَ اََ ٌ ا مؤِْ َ ٌ اَ يْْ
رٌاِ  ا مشْركٍِا احَىَا ُْؤِْ ُ   اَْ اََ نٌْ ا مؤِْ ٌ اَ يْْ َْ أَْ َ نَتْكُْ اَ  اَ ُ كُِ   اْ اُْ شِرِِ 
ََ ِ اَ  اَْ غِْ رَةِابِِ ْ  هِِا ْْ َ اَْ اأَْ َ نَكُْ اأُْ اَِْ َ اَ ْ ُ  نَاإَِ ا اَ  ِ اَ  اّ هُاَ ْ ُ َ اإَِ ا 

ُاآ َ  هِِااِ َ  اِااََ َ ُ ْ ا َْتَ ََ رُ ناَ ِْ  َ  ُْنَْ

Artinya:  

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita 

musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan 

orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka 
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beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, 

walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah 

mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia 

supaya mereka mengambil pelajaran”. 

 

 

 

3. Surat an-Nur (24) ayat 32: 

اِ ْ اِ نَ دُِ ْ اَ إَِ  ئِكُْ اإِناَ كُ  ُ  افُْقَرَ ءا َْ ِِِ َ أَ كُِ   ا اَْ َ َ ىاِ  كُْ اَ  الَ 
  ُْغِْ ِ ُ ا اَ هُاِ  افَضِْ هِاَ  اَ هُاَ  ِ عٌاَ ِ ي اٌ

 

Artinya:  

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-

orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah 

akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas 

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. 

 

C. Wali Nasab dalam Perkawinan Menurut Imam Sha@fi’i 

Dari beberapa rukun dalam perkawinan menurut hukum Islam, wali 

nikah adalah hal yangsangat penting danmenentukan sah atu tidaknya suatu 

pernikahan, bahkan menurut Imam Sha@fi’itidaksahnikah tanpa adanya 

walibagi pihak perempuan sedangkan untuk pihak laki-laki tidak diperlukanya 

adanya wali nikah.  

Urutan wali menurut MazhabSha@fi’i @yang paling diutamakan 

adalahgolongan kerabat, wali karena perbudakan, dan pemerintah. Dari 

kategori kerabat yang paling didahulukan adalah ayah, kemudian kakek 

keatas, saudara seayah dan seibu, atau saudara seayah, anaknya saudara ke 

bawah, kemudian paman dari ayah dan ibu, atau paman dari ayah, anaknya 

paman ke bawah, kemudian ahli waris asabah.  
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Pada dasarnya urutan perwalian dalam pernikahan seperti urutan dalam 

waris kecuali di beberapa tempat yaitu: kakek didahulukan daripada saudara,  

dan anak tidak punya hak perwalian.
74

MazhabSha@fi’i @ mewajibkan adanya 

urutan wali dengan runtut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Zakariya 

al-Ans}@ori@ dalam kitab al-Manhajterkait urutan wali, beliau menjelaskan ketika 

ada wali yang lebih dekat maka harus didahulukan,
75

 artinya ketika masih ada 

kerabat yang lebih dekat maka kerabat tersebut yang berhak untuk menjadi 

wali.  

Orang-orang yang berhak menjadi wali yaitu: 

1. Ayah kandung 

2. Kakek dan seterusnya keatas 

3. Saudara laki-laki sekandung/ seayah 

4. Saudara laki-laki sebapak 

5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung 

6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak 

7. Paman (saudara bapak yang laki-laki) 

8. Anak paman laki-laki 

9. Mu‟tiq (orang yang memerdekakan) kemudian „asabahnya.
76

 

Walinasabmenurut Imam Sha@fi’iialah seorang yang berhak melakukan 

akad pernikahan dari calon pengantin wanita berdasarkan hubungan darah 
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(keturunan) antara dia dengan calon pengantin wanita tersebut. Wali nasab 

apabila dilihat dari dekat dan jauhnya hubungan darah (keturunan) dengan 

calon pengantin wanita dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Wali Aqrab ialah wali yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan 

calon pengantin, misalnya ayah dan kakek ini bisa dikatakan sebagai wali 

mujbir yaitu wali yang memaksakan atas orang-orang yang dibawah 

perwalianya. Ia tidak memerlukan izin atau persetujuan lebih dahulu dari 

orang-orang yang dibawah perwaliannya untuk melaksanakan perkawinan 

mereka. 

2. Wali Ab‟ad ialah wali yang paling jauh hubungannya dengan calon 

pengantin wanita. Seperti saudara laki-laki bapak, kalau tidak ada pindah 

ke saudara laki-laki seayah, paman sekandung anak paman seayah, ahli 

waris lainya.
77

 

Hak wali nikah pindah dari wali aqrab ke wali ab‟ad apabila: 

a. Wali aqrab tidak beragama Islam sedang mempelai perempuan 

beragama Islam. 

b. Wali aqrab ada tetapi orang fasiq. 

c. Wali aqrab ada tetapi belum baligh. 

d. Wali aqrab ada tetapi tidak berakal (gila atau majnun). 

e. Wali aqrab ada tetapi rusak ingatan sebab terlalu tua atau sebab lain.
78
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Kelompok yang satu didahulukan dari orang lain berdasarkan 

urutan kerabat perempuan: 

a. Kelompok pertama, kerabat laki-laki garis lurus ke ayah yakni ayah, 

kakek dari pihak ayah dan seterusnya. 

b. Kelompok kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau 

saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. 

c. Kelompok ke tiga, kelompok karabat paman yakni saudar laki-laki 

kandung, ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. 

d. Kelompok keempat, kelompok saudara laki-laki, kakek dan saudara 

kakek seayah dan keturunan laki-laki mereka.
79

 

Sesuai dengan wilayahnya wali nasab dibagi menjadi: 

a. Wali mujbir ialah wali yang dapat memaksakan perkawinan atas 

orang-orang yang di bawah perwaliannya, tanapa memerlukan izin 

atau persetujuan lebih dari orang-orang yang di bawah perwaliannya 

untuk memaksakan hak mereka, missal ayah dan kakek. 

b. Wali ghairumujbir ialah wali yang dalam pernikahan tidak mempunyai 

kekuasaan untuk memaksakan terhadap orang yang ada dalam 

perwalianya. 

Adapun syarat-syarat wali mujbir adalah sebagai berikut: 

a. Tidak ada permusuhan  (kebencian) perempuan itu terhadap laki-laki 

calon suaminya. 

b. Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan terhadap ayahnya. 
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c. Calon suami haruslah orang yang sekufu (setara/sebanding) 

d. Mas kawin (mahar) tidak kurang dari mahar mithli(mas kawain 

perempuan lain yang setara). 

e. Calon suami diduga tidak akan melakukan perbuatan atau tindakan 

menyakiti hati perempuan itu. 

3. Wali Mu‟tiq ialah wali nikah kerena memerdekakan, artinya seseorang 

ditunjuk menjadi wali nikahnya perempuan karena orang tersebut pernah 

memerdekakannya.
80

 

4. Wali Hakim yaitu wali nikah yang dilakukan oleh penguasa, bagi seorang 

perempuan yang wali nasabnya karena sesuatu hal tidak ada, baik karena 

telah meninggal dunia, atau sebab menolak menjadi wali nikah. Hak wali 

nasab berpindah kepada wali hakim, apabila: 

a. Tidak ada wali nasab sama sekali. 

b. Wali mauquf /dinyatakan hilang (tidak diketahui tempatnya). 

c. Walinya sendiri mempelai laki-laki, padahal tidak ada wali nikah yang 

sederajat dengannya. 

d. Walinya sakit pitan (ayan jiwa) 

e. Walinya jauh dari tempat akad perkawinan (ghaib) 

f. Walinya berada di penjara yang tidak boleh ditemui. 

g. Walinya berada di pengampuan (mahjur „alaih). 

h. Walinya bersembunyi. 

i. Walinya jual mahal. 
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j. Walinya menolak atau membangkang menjadi wali nikah (adlal). 

k. Walinya sedang berihram haji atau umroh.
81

 

Menurut mazhab Sha@fi’iorang yang berhak menjadi wali ialah 

bapak, kalau bapak telah meninggal atau tidak mencukupi syarat-syarat 

menjadi wali, seperti gila, maka yang menjadi wali adalah kakek (bapak 

dari bapak) kalau kakek tidak ada maka yang menjadi wali kakek-kakek 

dan begitulah seterusnya samapi keatas. Kalau kakek-kakek tidak ada 

sampai ke atas maka yang menjadi wali ialah saudara laki-laki kandung 

(seibu-sebapak) kalau tidak ada maka saudara laki-laki sebapak.
82

 

Kalau saudara laki-laki sebapak tidak ada, atau ada tetapi tidak 

mencukupi syarat-syarat menjadi wali, maka yang menjadi wali ialah anak 

laki-laki dari saudara laki-laki kandung, kalau tidaka ada, maka anak laki-

laki sebapak dan begitulah seterusnya sampai ke bawah. Kalau anak laki-

laki sebapak tidak ada sampai kebawah, maka yang menjadi wali paman 

sebapa. Kalau paman sebapa tidak ada, maka yang menjadi wali anak 

paman kandung, kalau tidak ada, anak paman sebapak dan begitulah 

seterusnya sampai ke bawah. Demikianlah tertib urutan wali menurut 

Imam Sha@fi’i.83
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BAB IV 

ANALISA WALI NIKAH MENURUT IMAM MA@LIK DAN IMAM SHA@FI’I@ 

 

A. Analisis Pendapat Imam Ma@lik dan Imam Sha@fi’i tentang Persyaratan 

Wali Nikah 

Perkawinan yang disyariatkan dalam Islam bersifat ibadah, bukan 

sebagai sarana untuk melampiaskan hawa nafsu seksual saja. Oleh karena itu 

ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat dan mengandung 

tujuan-tujuan luhur.
84

 Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur‟an dan hadith-hadith 

yang menyari‟atkan perkawinan diantaranya surat Ar-Rum ayat 21: 

َ كُْ اَ َ دَةًاَ َ ْ ًَ اإنَاِ ْا َ  اَ جََ لَابَْيْْ َ ِ ْ اآ َ  هِِاأنَْاَ َ َ ااَكُْ اِ ْ اأَ ُْْ ِ كُْ اأأََْ  جً ااتَِْ كُ ُْْ  اإاِيَْْ
    َ اَِ ااََ َ اٍااقَِْ مِا َْتََْ كّرُْ ناَ

Artinya: 

“Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah Dia yang menciptakan 

untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir.”85
 

 

Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda: 

ّّْاَ صُْ مُاَ  فُْطِرُا ِِْااََْ شَ ُ ْ ااَِ هاَ  َ ْْقَ ُ ْ ااَهُااَكِ أَ ْْتُْ اأاَِّ ْ َ اقُْْ تُْ اَ َ  اَ اَ َ  ا؟اأََ  اَ  اِّ هِاإِ
.اَ ُ صَّ يْاَ  َْ قُُ اَ  َ ََْ َ اُااِ َ  ءَافََ ْ اَ ِ َ اَ ْ اُ َ ِ افََْ يَْ اِ ِ ا

Artinya: 

“Kalian berkata begitu, ketahuilah, demi Allah, Saya adalah orang yang 

paling takut kepada Allah di antara kalian dan yang paling takwa kepada-

Nya, tetapi saya berpuasa dan kadang-kadang tidak berpuasa, saya salat dan 
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saya tidur, saya juga nikah dengan perempuan. Orang yang tidak suka 

dengan sunnah saya dia bukan pengikut saya.”86
 

 

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya wali menurut Imam Ma@lik dan 

Imam Sha@fi’i tentang persyaratan wali nikah. Dalam bab ini penulis akan 

menganalisi pendapat Imam Ma@lik dan Imam Sya@fi’i tentang persyaratan wali 

nikah. 

Persamaan dari Imam Ma@lik dan Imam Sha@fi’i tentang persyaratan 

wali nikah adalah pada hadihs yang diriwayatkan oleh sayyidah Aisyah, yang 

secara redaksi matan berbeda akan tetapi secara substansi memiliki pengertian 

yang sama. Imam Ma@lik berdasarkan pada hadith yang berbunyi: 

ِْْاَ ْ اَ  ئشََ ااجُرَْ  اٍَ ْ اأَِ ا اُ  يَْ  نَاب اُ َ ىاَ ْ ا   اشَِ  اٍاَ ْ اُ ْ َ ةَا  ا ا مبَْ
ُؤِْ  ُْْ نَاأَنَاَ ُ ْ لَا ها

ِْْاإِْ نٍاَ ا:اصّ ىا هاَ َ يْهِاَ اَ َ  اَ–اأمٌُا م َ ا ُْْ كَحُاإٍْ رأَةًَابِغَ
فَِ نْاُ كَِ ْ افَِ يْكَ حَُ  ابَ طِلٌاَ َ َ اَ رَاٍافَِ نْاأَصَ بََْ  افََْ َ  اَ ْ رهَُ اِ َ ا,اايَِِْ  

  َ ا.فَِ نْا شْتََ رُْ  افَ اْ م طَ نُاَ ِ ماَ ْ اَ اَ ِ َااَهاُ,اأَصَ اَاِ  ْْ
Artinya:  

“diriwayatkan dari Abu>Juraij dari Sulaima>n bin Mu>sa dari Ibnu Shiha>b dari 

Urwah bin Zubair dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW berkata: tidak 

diperbolehkan wanita menikah tanpa adanya izin dari walinya, apabila 

pasangan tersebut telah melakukan jima‟ maka mahar sepenuhnya hak dari 
perempuan. Ketika ada perselisihan maka penguasa (hakim) adalah wali 

bagi orang yang tidak mempunyai wali. 
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Sedangkan Imam Sha@fi’i berlandaskan pada hadits yang berbunyi: 

ِْْاإِْ نِا َ ا ْ رأَةٍَاَ كََ ْ ابغَِ ِاصََ ىا هاَُ َ يْهِاَ َ َ َ اأَ هَُاقَ لَاأمُ َ  اَ ِ ا ا َِِ َ ْ اَ  ئِشََ اَ ضِيَا اَ هُاَ  ْْ

َ  ،افَِ نِا شْتََ رُ  اا(َ َ َ اَ رَ ااٍ)َ ايََِْ  افَِ كَ حَُ  ابَ طِلٌا َ اِ َ اأَصَ اَاِ  ْْ ََ َ افَ اَْ ْ رُا ،اَ إِنْادََ لَاِِ

 .حَِ  يٌاحََ  اٌ:اَ رَجَهُا اتِْرِْ ِ  م،اَ قَ لَافِيهاِ«افَ ا مْ طَ نُاَ ِ ماَ ْ اَ اَ ِ َااَهاُ

Artinya:  

“Perempuan manapun yang menikah tanpa izinnya wali maka nikahnya 
batal, nikahnya batal, nikahnya batal, ketika pasangan tersebut sudah 

melakukan jima‟ maka mahar yang sudah diberikan sepenuhnya menjadi hak 
perempuan, ketika walinya enggan untuk menikahkan, maka walinya berganti 

ke hakim, karena hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali.” 

 

Kedua hadis tersebut baik secar tersirat maupun tersurat memiliki 

pengertian yang sma, keduanya menegaskan bahwa wali merupakan bagian 

penting dari prosesi perkawinan. Sehingga ketika perkawinan yang 

dilangsungkan tanpa adanya wali maka nikahnya tidak sah, konsekuensi 

hukum yang terjadi antar kedua mempelai yaitu statusnya menjadi orang lain 

yang tidak halal. Sang istri wajib memberikan mahar yang diberikan suami, 

selama pasangan tersebut belum melakukan jima‟, akan tetapi sudah 

melakukan jima‟ maka mahar sepenuhnya hak istri.  

Mengenai persyaratan wali nikah menurut Imam Ma@lik dan Imam 

Sha@fi’i yaitu dewasa, laki-laki, muslim, merdeka, tidak berada dalam 

penagmpuan atau mahjur alaih. Hal ini sesuai dengan syarat wali yang 

disepakati para fuqaha didalam kitab al-Fiqhu al-Islam wa adilatuhu yang 

berbunyi “syarat wali yang disepakati para fuqaha diataranya baligh, akal, 

merdeka, bukan wali anak kecil, gila, budak, orang mabuk. 
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Mengenai syarat wali terdapat sifat positif dan sifat negatif bagi 

seorang wali, maka fuqoha yang salah satunya Imam Ma@lik berpendapat 

bahwa sifat-sifat positif tersebut adalah Islam, dewasa, dan laki-laki. 

Sedangkan sifat-sifat negatif adalah kebalikan dari sifat-sifat tersebut, yaitu 

kufur, belum dewasa, dan wanita. 

Sedangkan syarat-syarat wali menurut Imam Sha@fi’i adalah: 

1. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang 

gila tidak berhak menjadi wali. Hal tersebut merupakan syarat 

umum bagi seseorang yang melakukan akad dan mengambil hadis 

yang bunyinya: 

 فعا اق  ا  ا    ا  ا ا  ئ احىا  تيقظا ا  ا الِاحىا ن غا ا
   ا ج  ناحىا  ي 

Artinya: 

“Diangkatkan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) 
seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang masih 

kecil samapi ia dewasa, dan orang gila sampai ia sehat.” 

 

2. Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali. 

3. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali 

untuk muslim. Hal ini dari firman Allah dalam surat „Ali Imran 

ayat 28: 

اَ َ ْ ا َْْ َ لْاَ اَِ ا َ ْْ  اَ َْتَخِِ ا اُْ ؤِْ  ُْْ نَا اْكَِ رُْ نَاأَْ ايَِ ءَاِ ْ  ْ نِا اُْ ؤِْ ِ 
 فََْ يَْ افََْ يَْ اِ َ ا اّ هِا اشَيْءاٍ
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Artinya:  

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi 

wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barang siapa berbuat 

demikian, niscahaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.” 

 

4. Orang merdeka 

5. Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih. Alasanya 

ialah bahwa orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat 

berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali 

merupakan suatu tindakan hukum. 

6. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena 

ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak 

akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut. 

7. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak 

sering terlibat denagn dosa kecil serta tetap memelihara muruah 

atau sopan santun.
87

 

8. Tidak sedang melakukan ihram baik haji maupun umrah, tidak 

boleh kawin dan mengawinkan orang lain, menjadi wakil atau wali 

nikah, dan bila perkawinan dilakukan dalam keadaan ihram, maka 

perkawinan tersebut batal. Hal ini didasarkan pada hadith Nabi 

SWT, sebagai berikut ini: 

  اَ َْْ كِحُا اُْ ْ رمُِاَ ا اَ ُْْ كِحُاَ  اََ ْتُ اُ

Artinya: 

“Orang yang sedang ihram, tidak boleh kawin, mengawinkan, dan 
melamar.”88
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Imam Sha@fi’i berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan 

oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih 

perawan, sehat akalnya atau tidak sehat. Menurut Imam Sha@fi’ wali dalam 

perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai 

wanita yang bertindak menikahkanya. Tidak ada hak bagi perempuan untuk 

mengakadkan dirinya sendiri atau kepada orang lain. 

Dari beberapa keterangan yang telah disebutkan. Penulis menemukan 

titik persamaan dari kedua Imam ini. Imam Ma@lik qaul shahabi menyatakan 

bahwa apabila tidaka ada wali yang dekat, maka hakimberhak mengawinkan 

anak laki-laki dan perempuan kecil, orang gila laki-laki dan perempuan kecil, 

orang gila laki-laki dan perempuan dengan orang yang sekufu, serta 

mengawinkan wanita dewasa dan tidak gila dengan izin mereka. 

Sedeangkan menurut Imam Sha@fi’i mengenai tentang persyaratan wali 

nikah laki-laki, muslim, tidak dalam penganpuan, adil, berpikiran baik dan 

tidak ihram haji maupun umroh. Dilihat dari kedua Imam tersebut persyaratan 

wali dalam pernikahan sama dalam hal laki-laki, dewasa dan baligh, muslim. 
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B. Analisis pendapat Imam Ma@lik dan Imam Sha@fi’i tentang Wali 

Nasab  

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu 

َ ْ نً - َْْ ِ  اُ-َ َ  اَ , apabila terdapat kalimat ُا ارَجُلا َ َ َ berarti َصََ هُا ا َ 

 bemberikan ciri-ciri dan menyebutkan keturunannya. Kata  ََ رَاَ َ نُهاُ

nasab adalah bentuk tunggal yang bentuk jamaknya bisa nisab, seperti 

kata ٌةَا  ْ ِ menjadi ٌا  َ ِ dan bisa juga nasab,seperti kata ٌرْفَ ا ُ menjadi 

ُ رَف.  

Disamping itu bentuk jamak dari nasab adalah sebagaimana 

firman Allah surat Al-Mu‟minun ayat 101: 

  ناَفَِ َ  ا ُِ َ اِ ا المْ ِ افَ اَأَْ َ  اَابَْيْْ َُْ ْ ا َْْ َ ِ ٍ اَ  َ َْتََ  اَ اْ

Artinnya: 

“Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab 
diantara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling 

bertanya.” 

 

Nasab yang telah menjadi bahasa Indonesia dan telah masuk 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai keturunan 

(terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga.
89

 Wali nasab ialah 

seorang yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin 

wanita berdasarkan hubungan darah (keturunan) antara dia dengan 

calon pengantin wanita tersebut. 

                                                           
89
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Wali nasab menurut Imam Ma@lik yaitu wali nikah karena ada 

hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. 

Tentang urutan wali nasab Imam Ma@lik berpendapat bahwa perwalian 

itu didasarkan atas ke‟ashabahan (yakni keluarga „ashabah), kecuali 

anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. 

Imam Ma@lik berpendapat bahwa anak laki-laki meski sampai kebawah 

lebih utama, ayah sampai ke bawah, saudara laki-laki seayah seibu, 

saudara laki-laki seayah saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki 

kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja, kemudian 

kakek dari pihak ayah, meski sampai keatas. 

Sedangkan menurut Imam Sa@fi’i wali nasab di bagi menjadi 

dua yaitu wali aqrab dan wali ab‟ad, wali aqrab adalah wali yang 

dekat dengan hubungan darahnya dengan calon pengantin wanita, 

sedangkan wali ab‟ad ialah wali yang sudah jauh pertalian darahnya 

dengan wanita calon pengantin. Orang-orang yang berhak menjadi 

wali yaitu: 

10. Ayah kandung 

11. Kakek dan seterusnya keatas 

12. Saudara laki-laki sekandung/ seayah 

13. Saudara laki-laki sebapak 

14. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung 

15. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak 

16. Paman (saudara bapak yang laki-laki) 
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17. Anak paman laki-laki 

18. Mu‟tiq (orang yang memerdekakan) kemudian „asabahnya. 

Dari kedua Imam diatas dalam hal wali nasab dibagi menjadi 

dua yaitu wali mujbir dan ghairu mujbir. Wali mujbir ialah wali yang 

dapat memaksa perkawinan atas orang-orang yang di bawah 

perwaliannya, tanpa memerlukan izin atau persetujuan dari orang-

orang yang dibawah perwaliannya untuk memaksakan hak mereka, 

misal ayah dan kakek. Wali gahairu mujbir ialah wali yang dalam 

pernikahan tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan terhadap 

orang yang ada dalam perwalinnya. 

Menurut Imam Ma@lik wali mujbir diklafikasikan dengan 

urutan sebagaimana berikut: majikan seorang budak, ayah, wa>si>’ 

(orang yang diwasiati), sedangkan Imam Sha@fi’i wali mujbir adalah 

ayah dan kakek. Perbedaan dari Imam tersebut terletak pada wali 

wa>si>’ berhak menjadi wali mujbir. Menurut Imam Ma@lik bahwa selain 

budak dan ayah yang berhak menjadi wali mujbir, yaitu wali wa>si>’ 

juga merupakan wali yang mempunyai hak ijbar untuk menikahkan 

wanita yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan oleh kitabnya al-

Mudawwanah yang artinya “pada suatu kasus Imam Ma@lik dimintai 

pendapat terkait dengan perwaliannya seprang budak perempuan yang 

telah dimerdekakan oleh majikannya, sedangkan budak tersebut 

mempunyai saudara yaitu paman, anaknya saudara perempuan, akan 

tetapi dia tidak mempunyai ayah. Maka apakah boleh mantan majikan 
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budak menikahkan wanita tersebut baik wanita tersebut masih 

perawan atau sudah janda, apakah dari keluarganya bisa menikahkan 

wanita tersebut seketika itu juga. karena pada dasarnya menurut Imam 

Ma@lik bekas budak itu bisa menikahkan orang-orang Arab dari 

kaumnya ketika wanita dari kaumnya tersebut satu tempat dan satu 

pendapat. Imam Ma@lik berkata: “menurut pendapat saya keluarganya 

bisa menikahkan wanita tersebut ketika tidak ada ayah dan wa>si>’.  

Dari peryataan diatas Imam Ma@lik perpendapat bahwasanya 

wa>si>’ merupakan wali nikah. Tidak hanya sebagai wali nikah, 

peryataan Imam Ma@lik pada kalimat terakhir secara jelas 

menempatkan wa>si>’ sebagai wali yang didahulukan dari pada 

keluargannya. 

Tentang masalah wali wa>si>’ Imam Sha@fi’i berbeda pendapat 

karena pada dasarnya orang-orang yang berhak menjadi wali adalah 

orang–orang yang tidak boleh dinikahi. Sehingga yang termasuk walia 

dalah ayah, kakek, dalam hal ini tidak ada seorangpun yang berbeda 

pendapat bahwasanya yang dimaksud walia adalah „ashabah, dan anak 

golongan paman dari pihak ibu tidak kategori wali. Sehingga ketika 

seorang yang dianggap wali bukan dari golongan „ashabah maka 

seorang yang diwasiati tidak berhak untuk menjadi wali baik 

perempuan yang perawan ataupun janda.  

Menurut Imam Sha@fi’i wa>si>’ tidak bisa disamakan dekan wakil 

dalam pernikahan. Hal itu disebabkan karena status wakil akan putus 
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ketika orang yang mewakili sudah meninggal. Ketika ada yang 

berpendapat diperbolehkanya wasiat untuk menjadi wali dengan 

alasan mayit itu masih bisa menjadi wali, maka perlu diketahui 

sebagai argumentasi pendapat tersebut bahwasanya seorang mayit 

tidak bisa menjadi wali bagi orang yang masih hidup, sehingga ketika 

seorang mati hak perwalinnya berpindak kepada saudara yang lebih 

dekat kekerabatanya. 

Sehingga didukung dari beberapa metode istinba@t} hukum 

Imam Ma@lik yang lain seperti qaul sah}a@bi dan analogi antara wakil 

nikah dengan wasiat untuk menikahkan Mazhab Ma@liki beranggapan 

bahwasanya wali wa@s{i@ kedudukannya seperti ayah, sehingga wali wa@s{i@ 

mempunyai hak ijba@r dan statusnya didahulukan daripada wali nasab 

yang lain. Hanya majikan, ayah dan wa@s{i@ yang dikategorikan sebagai 

wali mujbir.  

Pada dasarnya Imam Ma@lik dan pengikutnya tidak mewajibkan 

adanya runtut dalam perwalian. Wali selain yang dikategorikan 

sebagai wali mujbir berwenang untuk menikahkan perempuan yang 

bersangkutan secara fakultatif. Artinya walaupun masih ada wali yang 

lebih dekat  kekerabatanya, bagi wali yang secara kekerabatanya jauh 

masih diperkenankan untuk menjadi wali bagi perempua tersebut.  

Sedangkan Imam Sha@fi’i @ beranggapan bahwasanya wa@s{i@  tidak 

termasuk dari wali yang boleh menjadi wali bagi perempuan yang 

akan menikah, karena yang dianggap sebagai wali nikah oleh Imam 
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Sha@fi’i @ yang kemudian diikuti oleh pengikutnya adalah golongan 

as}obah dan juga kerabat lain. Oleh karena itu wa@s{i@ yang boleh 

menjadi wali adalah wa@s{i@ yang dari pihak keluarga atau masih dari 

golongan kerabat.  

Orang yang berhak menjadi wali mujbir  menurut Imam 

Sha@fi’i @ adalah ayah dan kakek, hal itu karena menurut beliau ayah dan 

kakek ini adalah orang yang paling tahu terkait urusan anak 

perempuan tersebut. Imam Sha@fi’i @ mewajibkan adanya urutan yang 

runtut dalam perwalian ini. Sehingga ketika masih ada wali yang lebih 

dekat kekerabatnya  maka tidak diperkenankan mendahulukan wali 

yang lain. Imam Sha@fi’i @ tidak menjadikan anak sebagai wali, karena 

menurut Mazhab Sha@fi’i @, antara anak dan ibu tidak ada hubungan 

secara langsung dalam nasab, nasabnya seorang anak kepada ayahnya.    
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari pembahasan dalam bab sebelumnya, penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Didalam pernikahan menurut Imam Ma>lik dan Imam Sha>fi>’i bahwasanya 

nikah tanpa wali tidak sah karena wali termasuk dalam rukun sahnya 

nikah. Mengenai persyaratan wali kedua Imam tersebut sepakat bahwa 

wali nikah harus laki-laki, Islam, merdeka, adil, tidak dalam keadaan 

ihram haji atau umroh. 

2. Pembagian wali nasab dari kedua Imam tersebut sama yaitu wali mujbir 

dan ghairu mujbir. Perbedaanya Imam Ma>lik berpendapat dalam memilih 

wali itu tidak harus runtut. Sedangkan Imam Sha>fi’i ketika tidak ada wali 

nasab boleh berpindah kewali lainya denagn runtut yang sudah diatur 

syara‟, sehingga ketika wali yang lebih berhak meninggal dunia maka 

secara otomatis perwalian berpindah kepada wali yang lain. 

B. Saran-Saran  

1. Perlu adanya wali dari pihak perempuan yaitu wali laki-laki, Islam, 

merdeka, adil, tidak dalam kedaan ihram haji atau umroh agar perawinan 

yang dilangsungkan sah menurut Agama dan Negara. 

2. Seharusnya ketika wali nasab tidak ada maka digantika oleh wali yanga 

ada dibawahnya, agar wali yang ada dibawahnya merasa terhormat dan 
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lebih mempunyai tanggung jawab dan sifat yang melindungi terhadap 

perwalian anak perempuan yang menikah. Dan hal tersebut sudah diatur 

oleh syara‟ dan Negara.  
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